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Pengujian Terhadap Undang-Undang K etenagalistrikan). Skripsi ini membahas tentang kesesuaian makna
dari unsur ?efisiensi berkeadilan? yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang
telah diperbarui dengan niat awal para Bapak Bangsa mengenai perekonomian Indonesia. Pembahasan
tersebut dilakukan dengan menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan unsur "efisiensi
berkeadilan" dalam Uji Materil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2009 tentang K etenagalistrikan.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa makna dari ?efisiensi berkeadilan? dalam Pasal 33 ayat (4)
adalah perekonomian nasional diselenggarakan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin
untuk mencapai kemakmuran sebesar-besarnya yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.
Dalam kaitanya dengan sektor ketenagalistrikan Indonesia, interpretasi tersebut sesuai dengan niat awal para
Bapak Bangsa selama diartikan bahwa efisiensi dalam penyediaan penyediaan tenaga listrik demi
kepentingan umum dicapai melalui penguasaan negara dalam bentuk pengurusan, pengaturan, pengelolaan,
serta pengawasan terhadap sektor usaha ketenagalistrikan Indonesia. Penguasaan negara tersebut dilakukan
dengan tujuan untuk menjamin keadilan bagi rakyat, yaitu tidak adanya penindasan ekonomi dan terjaminya
ketersediaan listrik bagi seluruh rakyat dengan harga terjangkau.

<hr><i>This paper discusses whether the meaning of "equitable efficiency” contained in Article 33
paragraph (4) of the 1945 Constitution After the 4th Amendment isin line with the original intent of the
Founding Fathers regarding the Indonesian economy. Discourse is conducted by analyzing how the
Constitutional Court interpret the element of "equitable efficiency” in the judicial review of Law Number 20
Y ear 2002 and Law Number 30 Y ear 2009 on Electricity.

The outcome of this research concludes that the meaning of "equitable efficiency" in Article 33 paragraph
(4) of the 1945 Constitution after the 4th Amendment is that the national economy should be organized to
use the least amount of resources to achieve the greatest amount of welfare which could be enjoyed
equitably by the all citizens. In regards to Indonesias el ectricity sector, such interpretation is in accordance
with the original intent of the Founding Fathers aslong asit isinterpreted that efficiency in regards to the
provision of electrcity for the public is achieved state control in the form management, regulation, and
supervision of the Indonesian electricity sector. The aim of such state control isto ensure justice for the
people; namely freedom from economic oppression and the guarantee that electricity isavailable to all
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members of society at affordable prices.</i>



